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Abstract

Since 2014, to reach the poor for increasing financial inclusion, the government of Indonesia has been digitizing social
benefits. Recently, local government has also been pushed to build a “Digital Village.” We argue that for such a program
to succeed, a good level of financial and digital literacy of the village officials is necessary. We surveyed the village
officials in 60 out of 215 Aceh Tamiang to examine their financial, digital, and DFS literacy. We find that the literacy of
the village officials, on average, is low. The factors contributing to low financial literacy are age, level of education, and
accessibility to financial and digital services.
Keywords: village official; financial literacy; digital financial services; financial inclusion

Abstrak
Sejak tahun 2014, Pemerintah mendorong inklusi keuangan bagi masyarakat berpendapatan rendah melalui
digitalisasi bantuan sosial. Perkembangan terbaru, pemerintah daerah juga didorong untuk membangun
“Desa Digital”. Keberhasilan program ini menurut penulis, membutuhkan literasi keuangan dan literasi
digital aparatur desa. Studi ini melakukan survei mengenai literasi keuangan, digital, dan keuangan digital
dari aparatur desa di 60 desa dari 213 desa di Kabupaten Aceh Tamiang. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa secara rata-rata tingkat literasi masih rendah, bahkan cenderung kurang. Penelitian ini menemukan
bahwa faktor usia, tingkat pendidikan, dan akses terhadap keuangan digital memengaruhi tingkat literasi
keuangan aparatur desa.
Kata kunci: aparatur desa; literasi keuangan; jasa keuangan digital; inklusi keuangan

Kode Klasifikasi JEL: G21; I30

Pendahuluan

Secara global, persoalan inklusivitas keuangan se-
lalu mengancam kelompok the bottom of the pyramid
atau 40 persen penduduk dewasa berpenghasilan
terendah, terlebih pada negara berkembang seperti
Indonesia. Berdasarkan hasil survei dan penelitian
Global Findex1 dari Demirgüç-Kunt et al. (2015) ter-

∗Alamat Korespondensi: Gedung Departemen Ilmu Ekonomi
FEB UI, Jln. Prof. Dr. Sumitro Djojohadikusumo, Kampus Widjojo
Nitisastro, UI Depok 16424. E-mail: chaikal.nuryakin@ui.ac.id.

1https://globalfindex.worldbank.org/.

hadap kelompok dimaksud di Indonesia, diketahui
hanya 22 persen dari total penduduk dewasa dari
kelompok tersebut yang memiliki akun bank atau
institusi keuangan formal lainnya atau layanan mo-
bile money, di antaranya hanya 14 dan 11 persen yang
melakukan penyimpanan dan peminjaman melalui
akun tersebut dalam 12 bulan terakhir (World Bank,
2017).

Menyikapi persoalan tersebut, peningkatan kiner-
ja dan fungsi layanan keuangan formal dan perbank-
an menjadi diperlukan. Teknologi digital yang telah
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terbukti memiliki kontribusi positif pada berbagai
aspek kehidupan dan dengan aplikasi yang tepat,
disinyalir akan mampu meningkatkan kinerja dan
fungsi suatu pelayanan. Menurut European Commis-
sion (2010), layanan digital dengan akses yang luas
dan transparan berkontribusi meningkatkan parti-
sipasi masyarakat dan dunia usaha, kepercayaan
publik, dan kinerja ekonomi. Gerakan Nasional Non
Tunai (GNNT) yang digagas oleh Bank Indonesia
dengan konsep elektronikfikasi atau digitalisasi
model pembayaran (transaksi) dan akses ke sistem
keuangan formal adalah salah satu bentuk adopsi
teknologi digital pada layanan keuangan yang diha-
rapkan mampu menjadi salah satu solusi persoalan
inklusivitas keuangan di Indonesia. Sejak 2014, Pe-
merintah telah mendorong pendistribusian bantuan
sosial melalui kartu keluarga sejahtera yang berupa
kartu uang elektronik (electronic money [e-money]) se-
kaligus menjadi upaya inklusivitas keuangan bagi
masyarakat miskin atau berpendapatan rendah.

Di lain pihak, Program Desa Digital merupa-
kan salah satu bentuk representasi gerakan dengan
konsep dan tujuan sebagaimana tersebut di atas
yang mengambil lingkup perdesaan sebagai target
pelaksanaan dengan kawasan tempat kelompok
the bottom of the pyramid biasa terdapat. Menurut
Bank Indonesia (2016), model ini diharapkan dapat
memberikan kemudahan dan kenyamanan dari sisi
biaya dan waktu, serta meningkatkan keamanan
dan transparansi proses penarikan dana desa me-
lalui otentifikasi penarikan dana berjenjang dan
jejak transaksi yang dapat terekam bagi aparatur
desa, serta membuka peluang untuk terhubung
dengan layanan keuangan formal bagi masyara-
kat desa dalam memenuhi kebutuhan transaksinya
sehari-hari. Lebih lanjut dikatakan, dengan terbi-
asa menggunakan layanan digital atau nontunai,
kawasan perdesaan akan makin merasakan efisi-
ensi bertransaksi dan inklusivitas keuangan dapat
ditingkatkan.

Menurut Covey (2004), suatu kegiatan pemba-

ngunan memerlukan sinergitas atau keterpaduan
berbagai komponen atau unsur yang terlibat untuk
mendapatkan hasil yang maksimal. Lebih lanjut
menurutnya, sinergitas akan mudah tercapai bila
komponen atau unsur dimaksud mampu berpikir
sinergi, memiliki kesamaan persepsi, dan saling
menghargai. Aparatur desa dan Bank Indonesia
sebagai komponen atau unsur yang terlibat dalam
implementasi GNNT dalam rangka keuangan in-
klusif di desa tentunya diharapkan dapat berpikir
sinergi dan memiliki kesamaan persepsi secara kon-
septual terkait program serta saling menghargai
peran masing-masing sesuai lingkup pelaksanaan
kegiatan. Untuk mencapai level pemikiran siner-
gi, kesamaan persepsi, dan mengemban perannya
secara ideal, aparatur desa diharapkan memiliki
literasi keuangan, digital, layanan keuangan digital
(nontunai), dan hal esensial lainnya terkait konteks
persoalan secara optimal guna memberi daya du-
kung terhadap implementasi program dimaksud
pada kawasan perdesaan.

Harapan optimalisasi daya dukung yang akan
diberikan oleh aparatur desa guna kelancaran dan
kesuksesan implementasi program sebagaimana
maksud di atas dibayangi oleh beberapa bukti empi-
ris yang meragukan kinerja dan kapasitas aparatur
desa, yakni dari mulai keterbatasan kualitas dan ku-
antitas sumber daya manusia yang memengaruhi
produktivitas dan kreativitas (Pejabat Pengelola
Informasi Publik Lembaga Administrasi Negara
[PPID LAN], 2008), fungsi aparatur desa dalam
penyelenggaraan pemerintahan desa yang belum
optimal dikarenakan profesionalisme yang rendah,
kurang kreatif, dan kurang inovatif (Asrori, 2014),
serta kurangnya peran aparatur desa guna mening-
katkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan
(Suangi, 2014) sehingga persepsi masyarakat ter-
hadap kinerja aparatur desa dalam meningkatkan
pelayanan publik yang belum berjalan dengan baik
(Sari, 2016).

Kabupaten Aceh Tamiang berdasarkan Peratur-
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an Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
226/PMK.07/2017 tentang Perubahan Rincian Dana
Desa Menurut Kabupaten/Kota Tahun Anggaran
2018 mendapat alokasi dana desa sebesar ±Rp150
miliar dengan alokasi afirmasi sebesar ±Rp2,1 mi-
liar. Berdasarkan rata-rata alokasi afirmasi terha-
dap jumlah total desa (213 desa), Kabupaten Aceh
Tamiang berada pada peringkat ke-7 dari total 22
kabupaten/kota di Aceh. Statistik tersebut men-
cerminkan masih tingginya rasio desa tertinggal
dan desa sangat tertinggal dengan jumlah pen-
duduk miskin (JPM) tinggi terhadap jumlah to-
tal desa di Kabupaten Aceh Tamiang, bahkan jika
dibandingkan dengan kabupaten/kota lain yang
sama-sama mekar di Aceh tahun 2002, Kabupa-
ten Aceh Tamiang berada pada urutan 2 dari 5
kabupaten/kota. Permasalahan lain terkait tata ke-
lola dana desa di Kabupaten Aceh Tamiang adalah
ditemukannya kasus penyimpangan penggunaan
dana desa tahun 2016 oleh beberapa kepala desa
sebagaimana disebutkan oleh salah seorang auditor
Inspektorat Kabupaten Aceh Tamiang yang dilansir
pada laman berita Aceh Journal National Network
(AJNN.net, 2017) yang mungkin disebabkan lemah-
nya sistem pengawasan tata kelola dana desa yang
masih dilakukan secara konvensional.

Kondisi kabupaten dengan tipe kawasan perde-
saan yang tergambar oleh jumlah desa yang relatif
banyak, tingginya rasio daerah tertinggal dengan
penduduk miskin, dan persoalan penyimpangan
penggunaan dana desa menjadi perlu untuk dila-
kukan pengamatan proyeksi GNNT dalam rangka
keuangan inklusif pada desa-desa di kabupaten ini.
Lebih lanjut, representasi program dengan sasaran
aparatur dan masyarakat desa, seperti Project Desa
Digital yang diperkirakan akan terinisiasi dalam be-
berapa tahun ke depan di kabupaten ini membuat
penelitian atau kajian mengenai literasi aparatur
desa dalam esensinya sebagai daya dukung kelan-
caran dan keberhasilan implementasi program di
kawasan perdesaan menjadi penting.

Ruang lingkup penelitian ini adalah untuk men-
dapatkan gambaran tingkat atau kemampuan li-
terasi aparatur desa dalam bidang keuangan dan
digital, khususnya terkait konteks persoalan, ya-
itu implementasi program GNNT dalam rangka
keuangan inklusif di kawasan perdesaan. Tujuan
selanjutnya adalah menganalisis faktor-faktor yang
memengaruhi tingkat dan kemampuan literasi ter-
sebut. Hasil dan temuan yang diperoleh dalam
penelitian ini nantinya diharapkan dapat menja-
di rekomendasi dalam strategi penyusunan atau
perencanaan kebijakan program terkait, baik seca-
ra khusus berupa implementasi program secara
konkret dengan ruang lingkup terbatas pada Kabu-
paten Aceh Tamiang maupun secara umum dengan
substansi dan ruang lingkup yang lebih luas, seper-
ti kajian terhadap kapasitas aparatur desa secara
nasional dan sebagainya.

Kajian literasi aparatur desa terkait kegiatan im-
plementasi GNNT dalam rangka keuangan inklusif
pada kawasan perdesaan, seperti Project Desa Di-
gital, dapat dilihat berdasarkan pentingnya peran
aparatur desa sebagai komponen utama pada kegi-
atan dimaksud serta konsep literasi itu sendiri yang
menurut United Nations Educational, Scientific and
Cultural Organization (UNESCO) (2005) telah ber-
kembang menjadi sesuatu yang lebih kompleks dan
luas sebagai instrumen yang berkontribusi terha-
dap pembangunan, pengembangan kapasitas sosial
ekonomi, dan juga sebagai refleksi atas perubah-
an pribadi dan sosial. Secara garis besar, literasi
dalam konteks ini berupa literasi keuangan dan di-
gital dalam cakupan aspek kognitif yang menurut
Gilster (1997), Lusardi & Mitchell (2007), Karpati
(2011), dan Kharchenko (2011) berupa pengetahu-
an, pemahaman, keterampilan, dan kemampuan
(skill) menggunakan sesuatu hal terkait keuangan
maupun digital, serta aspek nonkognitif berupa
motivasi, kepercayaan, dan aktivitas untuk mening-
katkan pengetahuan, ketertarikan, dan kemauan
individu untuk menggunakan dan mengikuti per-
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kembangan (adaptasi), berkomunikasi, dan sikap
atau perilaku positif lainnya terhadap sesuatu hal
terkait keuangan dan digital (Potter, 2015; Orga-
nisation for Economic Co-operation and Development
[OECD], 2013; Otoritas Jasa Keuangan [OJK], 2014).
Berdasarkan pemahaman di atas, maka literasi da-
lam konteks tulisan ini adalah serangkaian atribut
kognitif dan nonkognitif bersifat mendasar terkait
hal keuangan, digital, dan esensi keduanya secara
terintegrasi yang perlu dimiliki secara optimal oleh
aparatur desa guna memberikan sinergi dan daya
dukung bagi implementasi GNNT dalam rangka
keuangan inklusif di kawasan perdesaan.

Literasi keuangan dan digital aparatur desa sela-
ku individu secara umum dapat dipengaruhi oleh
beberapa faktor. Penelitian Ansong & Gyensare
(2012) menemukan faktor usia berpengaruh positif
pada literasi keuangan. Chen & Volpe (1998) men-
dapati bahwa peserta dalam kategori usia 20–29
tahun dan 40 tahun ke atas memiliki pengetahuan
terkait keuangan yang lebih baik dari kelompok
usia lainnya. Menurut Agarwal et al. (2009), per-
tambahan usia akan mengakumulasi pengetahuan
keuangan berdasarkan pengalaman hidup prak-
tis dan penurunan pengetahuan keuangan akibat
pertambahan usia mungkin disebabkan membu-
ruknya fungsi kognitif. Sebaliknya dalam konteks
digital, perbedaan usia berarti terdapat perbedaan
kemampuan dalam menggunakan produk tekno-
logi digital. Carrington & Marsh (2005) mengklaim
bahwa perbedaan usia generasi menjadi faktor uta-
ma penyebab timbulnya perbedaan kemampuan
ini. Penelitian lainnya oleh Mitzner et al. (2016)
di Amerika Serikat juga mengindikasikan bahwa
orang yang lebih tua memiliki lebih banyak kesu-
litan dalam belajar menggunakan dan mengopera-
sikan teknologi terkini seperti komputer, internet,
perekam kaset video, mesin teller otomatis, dan sis-
tem menu telepon. Survei Pew Research Center (2018)
menyatakan bahwa 66 persen dari orang Amerika
Serikat yang berumur di atas 65 tahun terkoneksi se-

cara daring dengan internet dibandingkan dengan
97 persen yang berumur antara 30–49 tahun. Fakta
ini dikuatkan oleh pernyataan Asosiasi Penyeleng-
gara Jasa Internet Indonesia (APJII) (2016) bahwa
hanya 2 persen penduduk Indonesia berusia di atas
55 tahun yang menggunakan internet.

OJK (2014) menyebutkan jenis kelamin adalah sa-
lah satu faktor yang memengaruhi literasi keuangan.
Margaretha & Pambudhi (2015) dalam penelitian-
nya menemukan faktor jenis kelamin memengaruhi
tingkat literasi keuangan bahwa laki-laki relatif me-
miliki literasi keuangan personal yang lebih tinggi
dikarenakan laki-laki tidak banyak mempertim-
bangkan variabel-variabel yang berhubungan de-
ngan keputusan keuangannya. Wachira & Kihiu
(2012) dalam penelitian di Kenya juga menemu-
kan bahwa laki-laki memiliki kemungkinan yang
lebih tinggi dalam mengakses layanan keuangan
formal. Terhadap literasi digital, penelitian Gui
(2007) dan Hargittai & Hinnant (2011) sebelumnya
telah menyoroti faktor gender yang memengaruhi
perbedaan keterampilan dan pengetahuan yang
berhubungan dengan produk teknologi digital se-
perti web. Perempuan di banyak masyarakat jauh
lebih kecil kemungkinannya dibandingkan laki-laki
untuk memiliki akses efektif terhadap Information
and Communications Technology (ICT) (World Bank,
2000).

Investigasi Green & Riddell (2012) menemukan
bukti yang kuat bahwa pendidikan formal seca-
ra substansial meningkatkan kemampuan kognitif
yang merupakan penyumbang efektif terhadap ke-
mampuan literasi. Hasil penelitian Wachira & Kihiu
(2012) menemukan hubungan positif antara tingkat
pendidikan terhadap literasi keuangan. Begitu juga
dengan OJK (2014) yang menyebutkan pendidikan
sebagai salah satu faktor yang memengaruhi litera-
si keuangan. Hal yang sama juga terjadi terhadap
literasi digital, bahwa tingkat pendidikan individu
adalah faktor penting yang memengaruhi keteram-
pilan digital (Gui, 2007; Hargittai & Hinnant, 2011).
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Penelitian Ansong & Gyensare (2012) dan
Ebiringa & Okorafor (2010) menunjukkan bahwa
pengalaman berpengaruh positif terhadap tingkat
literasi keuangan. Hal ini dikarenakan pengalam-
an, khususnya pada dunia kerja, akan mengaku-
mulasi informasi yang diketahui terkait masalah
keuangan. Terhadap hubungan pengalaman kerja
dengan literasi digital, penelitian yang dilakukan
oleh Eshet-Alkali & Chajut (2009) menemukan bah-
wa keterampilan literasi digital dipengaruhi oleh
usia dan berubah dari waktu ke waktu. Begitu juga
penelitian oleh Alkali & Amichai-Hamburger (2004)
dan Hargittai (2005) yang menunjukkan alasan yang
melatari perbedaan keterampilan digital individu
terkait pengalaman pengguna dalam menggunakan
teknologi. Dengan kata lain, pengalaman menggu-
nakan teknologi setiap hari bertanggung jawab atas
perubahan keterampilan digital individu (Uni As-
signment Centre [UAC], 2013:2).

Terhadap sisi aksesibilitas atau kemudahan da-
lam menjangkau dan memperoleh fasilitas atau
layanan keuangan dan/atau digital dalam aktivitas
sehari-hari, Wachira & Kihiu (2012) menyatakan
bahwa jarak pemisahan dari bank menimbulkan
tantangan besar pada akses untuk layanan keuang-
an formal. Beck et al. (2007) mengungkapkan bahwa
akses dan kemungkinan dalam menggunakan jasa
keuangan di suatu daerah berbanding lurus de-
ngan jumlah outlet atau kantor cabang perbankan
dan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) yang ada di
daerah tersebut. Dalam konteks jasa keuangan di-
gital, akses jasa keuangan dan literasi keuangan
akan meningkatkan tingkat adopsi (Villasenor et al.,
2016).

Metode

Populasi dari penelitian ini adalah aparatur desa
dalam wilayah Kabupaten Aceh Tamiang. Jumlah
total desa di Kabupaten Aceh Tamiang adalah 213
desa dengan aparatur desa yang menjadi target

atau prioritas penelitian adalah personal dengan
status jabatan tertinggi pada setiap pemerintahan
desa yang ada pada saat penelitian dilaksanakan.
Jumlah populasi yang dimaksud dalam penelitian
ini adalah 213 orang.

Dalam penelitian ini, sampel yang diambil ber-
sumber dari aparatur desa dengan jabatan tertinggi
pada setiap pemerintahan desa dengan sasaran
atau prioritas berturut-turut, yaitu: kepala desa (ka-
des), sekretaris desa (sekdes), dan kepala urusan
(kaur) dengan rencana kontribusi sampel adalah 1
aparatur untuk 1 pemerintahan desa. Untuk jum-
lah sampel sendiri berdasarkan atas formula dari
Slovin (Yamane, 1967) untuk jumlah populasi yang
terbatas yaitu:

n =
N

(1 + N ∗ e2)
(1)

dengan n adalah jumlah sampel, N adalah jumlah
populasi, e adalah margin of error (5%).

Berdasarkan rumus di atas diperoleh jumlah sam-
pel minimal sebanyak 34. Lebih lanjut, jumlah sam-
pel minimal ini kemudian secara ad hoc yang diper-
besar menjadi 60 sampel untuk memperoleh jumlah
sampel yang representatif untuk setiap klaster (lihat
Tabel 2).

Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel yang digunakan ada-
lah Cluster Stratified Random Sampling. Random sam-
pling adalah metode pengambilan sampel dengan
mencampur objek-objek di dalam populasi sehing-
ga semua objek dianggap memiliki kesempatan
yang sama untuk diambil sebagai sampel. Oleh
karena hak setiap responden sama, tidak ada perla-
kuan berbeda dari populasi dalam terpilih sebagai
sampel. Sementara itu, Cluster Random Sampling
adalah pengambilan sampel yang dilakukan ter-
hadap sampling unit (individu) dengan sampling
unit-nya berada dalam satu kelompok (klaster). Ti-
ap unit (individu) di dalam kelompok yang terpilih
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akan diambil sebagai sampel. Cara ini dipakai bila
populasi dapat dibagi dalam kelompok-kelompok
dan setiap karakteristik yang ditetapkan ada dalam
setiap kelompok.

Adapun mekanisme penetapan sampling dengan
teknik Cluster Random Sampling yang dilakukan
adalah sebagai berikut:
1. Menetapkan tujuh indikator atau kriteria desa

yang relevan dengan penelitian (lihat Tabel 1);
2. Mengidentifikasi setiap desa untuk setiap indika-

tor masuk dalam kategori tinggi (T) atau rendah
(R) sesuai parameter penilaian berdasarkan in-
dikator atau kriteria yang terdapat pada setiap
desa berdasarkan data Potensi Desa 2014 (Podes
2014) – Badan Pusat Statistik (BPS) dan observasi
lapangan;

3. Mengelompokkan setiap desa ke dalam 6 klaster
berdasarkan jumlah kategori tinggi dan rendah
yang diperoleh dari ketujuh indikator. Sebagai-
mana terlihat pada Tabel 2, terdapat 6 klaster
dengan klaster 1 bisa dianggap sebagai desa
yang paling maju dan klaster 6 sebagai desa
yang paling terbelakang.

4. Penetapan jumlah sampel dari setiap klaster di-
lakukan secara proporsional dengan formula:

n =
Si

St
×N (2)

dengan n adalah jumlah sampel dalam klaster
(dibulatkan sampai dengan 0 digit desimal), si

adalah jumlah desa dalam klaster, st adalah jum-
lah total desa, dan N adalah jumlah total sampel
yang direncanakan.

5. Penentuan desa yang diambil sampel di setiap
klaster dilakukan secara acak.

Variabel dan Model Penelitian

Pada dasarnya, konstruksi instrumen atau alat ukur
penelitian mengadopsi: (1) materi survei lapang-
an penelitian pendahuluan Lembaga Penyelidikan
Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan

Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) terkait
perkembangan inklusi keuangan (akses, penggu-
naan, dan kualitas) melalui Program Layanan Keu-
angan Digital dan Lakupandai di Aceh dan Nusa
Tenggara Barat (NTB) pada Desember 2016 dan
Januari 2017 (Nuryakin et al., 2017); (2) instrumen
atau alat ukur literasi keuangan dan keuangan in-
klusif oleh OECD International Network on Financial
Education (OECD/INFE) (2015); (3) Financial Inclu-
sion Index oleh Demirgüç-Kunt et al. (2015); dan (4)
A Global Measure of Digital and ICT Literacy Skills oleh
Australian Council for Educational Research (2016). Se-
cara spesifik, tujuan dan objek penelitian ini terlebih
ditinjau dari konteks persoalan, yaitu implementasi
program GNNT dalam rangka keuangan inklusif
di kawasan perdesaan yang merupakan hal baru
dan belum adanya penelitian terdahulu terkait hal
ini.

Peneliti menerapkan mode of thought and inquiry
yang berdasarkan pada tinjauan teoretis dan em-
piris dengan hasil mode of knowing berupa asumsi,
konsep, atau proporsi logis yang efektif sebagai
landasan penyusunan instrumen atau alat ukur pe-
nelitian baru yang relevan terhadap konteks perso-
alan serta mampu memenuhi kebutuhan penelitian.
Instrumen atau alat ukur tersebut berfungsi untuk
memberikan informasi-informasi yang diperlukan
dalam pembentukan variabel penelitian.

Literasi aparatur desa yang menjadi variabel uta-
ma penelitian ini merupakan angka indeks, yakni
hasil penilaian secara kuantitatif atas komponen li-
terasi yang dianggap relevan dengan konteks perso-
alan: keuangan, digital (ICT), dan keuangan digital
(nontunai). Setiap komponen memiliki indikator-
indikator penilaian yang dianggap representasi li-
terasi responden. Skor penilaian literasi responden
terkait konteks persoalan adalah akumulasi skor
setiap komponen literasi dengan jangkauan (range)
skor penilaian 0–37 poin. Deskripsi penilaian litera-
si secara global maupun per komponen penilaian
dapat dikelompokkan atas enam tingkatan kategori
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Tabel 1. Parameter Penilaian Berdasarkan Indikator/Kriteria Desa

No. Indikator Kriteria Sumber Data
1. Tingkat pendidikan aparatur desa Podes 2014 Blok 1601

- T: Pendidikan Kades/Sekdes > SMU Sederajat
- R: Pendidikan Kades/Sekdes s.d. SMU Sederajat

2. Sinyal telepon seluler (minimal dua operator) Podes 2014 Blok 1005 & Observasi lapangan
- T: Sinyal kuat
- R: Sinyal tidak ada atau lemah

3. Fasilitas internet (kantor desa atau warnet di desa) Podes 2014 Blok 1007 & Observasi lapangan
- T: Ada
- R: Tidak ada

4. Sumber penghasilan utama sebagian besar penduduk Podes 2014 Blok 404
- T: Nonpertanian (industri/perdagangan/jasa dan lain-lain)
- R: Pertanian

5. Fasilitas kredit yang diterima warga satu tahun terakhir dan keberadaan bank
di wilayah desa

Podes 2014 Blok 1214 & 1215

- T: Ada
- R: Tidak ada

6. Kegiatan peningkatan kapasitas perekonomian – dana bergulir simpan/pinjam
untuk modal usaha

Podes 2014 Blok 1401

- T: Ada
- R: Tidak ada

7. Jumlah surat miskin (Surat Keterangan Tidak Mampu [SKTM]) yang
dikeluarkan desa atau kelurahan selama tahun 2013**

Podes 2014 Blok 711

- 50
- R: < 50

Keterangan: * T: Tinggi dan R: Rendah;
** Nilai median = 47 digenapkan menjadi 50.

Tabel 2. Hasil Perhitungan Jumlah Sampel per Klaster

Klaster Sampel (N)

Klaster Jumlah Kategori Desa Hitung Pembulatan“T” “R”
1 6 1 10 2,817 3
2 5 2 52 14,648 15
3 4 3 82 23,099 23
4 3 4 51 14,366 14
5 2 5 15 4,225 4
6 1 6 3 0,845 1

Jumlah 213 60

atau kriteria (Tabel 3).

Komponen literasi bagian keuangan diadopsi da-
ri survei yang dilakukan World Bank yang memiliki
jangkauan skor hasil penilaian 0–15 poin dengan
indikator penilaian: (1) kemampuan menghitung
secara numerik persoalan keuangan yang memuat
tiga soal cerita yang masing-masing terkait dengan
pendapatan, belanja, dan bunga pinjaman. Setiap
jawaban benar bernilai 1 poin dan salah/tidak tahu
bernilai 0 poin; (2) kepemilikan akun bank dengan
nilai atas jawaban “ya memiliki” bernilai 1 poin
dan “tidak memiliki” bernilai 0 poin; (3) intensitas

penggunaan layanan keuangan dengan komponen
penilaian berupa siklus atau waktu aktivitas. Pilih-
an jawaban “tidak pernah”, “>6 bulan”, “6 bulan”,
“3 bulan”, “sebulan”, dan “seminggu” secara ber-
urutan bernilai 0, 1, 2, 3, dan 4 poin; dan (4) sikap
dan tindakan positif dalam menyesuaikan penge-
tahuan keuangan yang memuat dua pertanyaan,
yaitu (a) minat atau ketertarikan terhadap hal-hal
keuangan dengan nilai atas pilihan jawaban “tidak
tertarik”, “tertarik”, dan “sangat tertarik” secara
berurutan adalah 0, 1, dan 2 poin; dan (b) atensi atau
mengikuti perkembangan dunia keuangan dengan
pilihan jawaban “tidak pernah”, “jarang”, “kadang-
kadang”, “sering”, dan “selalu” secara berurutan
bernilai 0, 1, 2, 3, dan 4 poin.

Komponen literasi bagian digital (ICT) memiliki
jangkauan skor penilaian 0–12 poin dengan indika-
tor penilaian: (1) penggunaan dan optimasi produk
teknologi selular yang memuat dua pertanyaan,
yaitu (a) jenis ponsel yang dimiliki dan diguna-
kan dengan nilai atas pilihan jawaban “tidak ada”,
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“ponsel biasa”, “featurephone”2, dan “smartphone”
secara berurutan adalah 0, 1, 2, dan 3 poin; dan (b)
optimalisasi kegunaan dan manfaat ponsel yang
dimiliki dengan jawaban “ya” bernilai 1 poin dan
“tidak” bernilai 0 poin; (2) menggunakan aplika-
si media sosial (medsos) di ponsel sebagai sarana
komunikasi, organisasi, dan pengembangan diri
dengan jawaban “ya” bernilai 1 poin dan “tidak”
bernilai 0 poin; (3) penggunaan komputer atau lap-
top secara aplikatif dalam pekerjaan dengan pilihan
jawaban “tidak pernah”, “hampir tidak pernah”,
“jarang”, “kadang-kadang”, “sering”, dan “selalu”
secara berurutan bernilai 0, 1, 2, 3, 4, dan 5 poin;
dan (4) kemampuan menggunakan komputer atau
laptop sebagai media player dan mengakses internet
dengan pilihan jawaban “tidak keduanya”, “salah
satunya”, dan “ya keduanya” secara berurutan ber-
nilai 0, 1, dan 2 poin.

Komponen literasi bagian digital financial services
(DFS) memiliki jangkauan skor penilaian 0–10 poin
dengan indikator penilaian: (1) kemampuan meng-
gunakan teknologi digital sebagai instrumen non-
tunai dalam transaksi keuangan yang memuat ti-
ga pertanyaan terkait kepemilikan dan pengguna-
an kartu bank serta pengalaman dan kemampuan
memanfaatkan layanan phone banking dan internet
banking dalam transaksi keuangan dengan setiap
jawaban “ya” bernilai 1 poin dan “tidak” berni-
lai 0 poin; (2) pengalaman transaksi barang atau
jasa melalui media digital yang memuat dua perta-
nyaan terkait pengalaman membeli atau menjual
barang/jasa melalui media digital secara daring de-
ngan setiap jawaban “ya pernah” bernilai 1 poin
dan “tidak pernah” bernilai 0 poin; (3) pengalaman
keanggotaan layanan keuangan nontunai dengan
jawaban “ya” bernilai 1 poin dan “tidak” bernilai
0 poin; serta (4) pengetahuan dan partisipasi pada
GNNT dalam rangka keuangan inklusif yang me-

2handphone yang hanya memiliki kemampuan terbatas, seper-
ti akses internet dan memainkan musik atau video, tetapi tidak
memiliki fungsionalitas lainnya, misal menjalankan program
aplikasi seperti pada smarthphone.

muat dua pertanyaan, yaitu (a) mengetahui layanan
keuangan digital (nontunai) e-money dan lakupan-
dai, dan (b) menggunakan layanan keuangan digital
(nontunai) e-money dan lakupandai. Masing-masing
pertanyaan memiliki pilihan jawaban “tidak kedu-
anya”, “salah satunya,” dan “ya keduanya” yang
secara berurutan bernilai 0, 1, dan 2 poin.

Literasi sebagaimana tersebut di atas ditetapkan
sebagai variabel endogen (dependen), sementara
usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan masa
tugas/kerja ditetapkan sebagai variabel eksogen (in-
dependen). Informasi terhadap usia, jenis kelamin,
tingkat pendidikan, dan masa tugas/kerja aparatur
desa yang menjadi responden penelitian terdapat
pada lembar kuesioner bagian identitas atau la-
tar belakang. Variabel usia dan masa tugas/kerja
menggunakan data interval dengan satuan ukuran
“tahun”. Variabel jenis kelamin merupakan vari-
abel dummy (laki-laki = 1 dan perempuan = 0).
Bentuk data yang digunakan pada variabel tingkat
pendidikan adalah hasil transformasi data ordinal
ke bentuk interval melalui teknik Method Succesive
Interval (MSI).

Variabel eksogen (independen) lainnya yang di-
sertakan dalam penelitian ini adalah aksesibilitas.
Pada konteks ini, aksesibilitas diartikan sebagai
tingkat kemudahan yang didapatkan aparatur desa
dalam aktivitas terkait keuangan dan/atau digital.
Pada penelitian ini, aksesibilitas merupakan ang-
ka indeks 0–9 yang didapat berdasarkan penilaian
terhadap kondisi atau ketersediaan kekuatan si-
nyal ponsel/internet desa/warung internet (warnet)
di desa dengan jangkauan skor 0–3 dan jarak pu-
sat desa terhadap kelompok pertokoan atau pusat
perdagangan barang atau jasa digital dan fasilitas
keuangan formal termasuk layanan keuangan mo-
bile dengan jangkauan skor 0–6. Variabel ini tidak
terdapat secara eksplisit pada lembar kuesioner.
Sumber informasi dan data yang menjadi unit ana-
lisis atau alat ukuran variabel ini adalah data Podes
2014 dan data observasi lapangan.
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Tabel 3. Deskripsi Hasil Penilaian/Scoring Literasi Respondens Penelitian

Komponen Literasi Keuangan Komponen Literasi Digital Komponen Literasi DFS Deskripsi PenilaianJangkauan Skor Penilaian (Poin)
13,5–15,0 10,8–12,0 09,0–10,0 Sangat Baik
10,5–13,5 08,4–10,8 07,0–09,0 Baik
07,5–10,5 06,0–08,4 05,0–07,0 Cukup
04,5–07,5 03,6–06,0 03,0–05,0 Kurang
01,5–04,5 01,2–03,6 01,0–03,0 Buruk
00,0–01,5 00,0–01,2 00,0–01,0 Sangat Buruk

Analisis determinan terhadap variabel literasi
telah diidentifikasi sebelumnya dalam bentuk atau
model ekonometrika, yaitu:

Literasi = β0 + β1usia + β2 jenis kelamin

+β3tingkat pendidikan + β4masa tugas

+β5Aksesibilitas + ε (3)

Estimasi model menggunakan ordinary least
square (OLS) dengan pengujian validitas melalui
uji asumsi klasik: normalitas, multikolinearitas, he-
teroskedastisitas, dan linearitas. Uji autokorelasi
tidak dilakukan mengingat data dalam penelitian
ini adalah berjenis cross-section data.

Hasil dan Analisis

Kunjungan ke desa-desa yang menjadi target pene-
litian mendapatkan 60 orang aparatur desa sebagai
responden dengan karakteristik yang tersaji pada
Tabel 4.

Berdasarkan akumulasi nilai setiap komponen
literasi, didapatkan hasil skor total yang diang-
gap representasi kemampuan literasi aparatur desa.
Gambar 1 menampilkan hasil tingkat literasi keu-
angan, literasi digital, dan literasi keuangan digital.
Mayoritas aparatur desa, yaitu 27 orang atau 45
persen, memiliki nilai literasi keuangan dengan kri-
teria cukup dan terdapat 15 orang atau 27 persen
dengan kriteria kurang atau lebih rendah. Literasi
digital aparat desa lebih bervariasi dengan kriteria
sangat baik sebesar 12 orang atau 20 persen dan
sekitar 47 persen atau 28 orang dengen kriteria ku-

rang atau lebih rendah. Literasi keuangan digital
menjadi literasi yang paling buruk dimiliki oleh
aparatur desa. Sebanyak 56 orang atau sebesar 93
persen memiliki literasi keuangan digital yang ku-
rang atau lebih rendah. Hal ini mengindikasikan
bahwa mayoritas aparatur desa belum memiliki ak-
ses dan pengetahuan terhadap layanan keuangan
digital.

Untuk melihat pengaruh variabel usia, jenis ke-
lamin, tingkat pendidikan, masa tugas/kerja, dan
aksesibilitas terhadap literasi dilakukan menggu-
nakan model regresi linear berganda setelah seluruh
tahapan uji asumsi klasik terlewati (Tabel 5). Hasil
regresi linear berganda pada Model 1 menunjukkan
bahwa variabel usia, jenis kelamin, tingkat pendi-
dikan, dan akses berkorelasi dengan kemampuan
literasi keuangan secara signifikan. Pada Model 2,
usia tidak berkorelasi dengan kemampuan literasi
keuangan. Literasi keuangan menemukan variabel
tingkat pendidikan dan aksesibilititas secara positif
mampu memengaruhi variabel komponen literasi
pada bagian keuangan, sementara variabel usia,
jenis kelamin, dan masa tugas/kerja tidak meme-
ngaruhi. Model 3 menemukan variabel usia secara
negatif dan aksesibilitas secara positif mampu me-
mengaruhi variabel komponen literasi pada bagian
digital secara signifikan, sedangkan variabel jenis
kelamin dan masa tugas/kerja tidak memengaruhi.

Lebih lanjut sebagaimana terlihat pada Tabel 2,
penelitian ini menemukan bahwa aparatur desa
yang berusia setahun lebih tua memiliki nilai yang
lebih rendah sebesar 0,178 satuan pada tingkat li-
terasi digital dan 0,082 pada tingkat literasi DFS.
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Tabel 4. Karakteristik Responden Penelitian

Status jabatan Kades Sekdes Kaur
44 orang
(73,3%)

12 orang
(20%)

4 orang
(6,7%)

Jenis kelamin Laki-laki Perempuan
91,67% 8,33%

Usia Termuda Rata-rata Tertua
20 tahun 44 tahun 66 tahun

Kelompok usia ≥35 tahun 36–45 tahun 46–55 tahun >55 tahun
23,30% 33,30% 28,30% 16%

Tingkat pendidikan SLTP SLTA D3 S1/D4 S2
10% 60% 6,70% 20% 3,30%

Masa tugas/kerja ≥2,5 tahun 2,5–5 tahun 5–10 tahun >10 tahun
26,70% 30% 31,70% 11,70%

Nilai aksesibilitas 1 2 3 4 5 6 7 8 9
3,30% 6,70% 13,30% 11,7% 16,70% 16,70% 10% 18,30% 3,30%

Gambar 1. Detail Deskripsi Penilaian Literasi Aparatur Desa per Komponen Literasi (N=60)

Hal ini mengindikasikan timbulnya perbedaan atau
tingkat literasi yang signifikan pada generasi yang
berbeda (selisih usia 25–30 tahun). Temuan ini me-
miliki kesamaan pandangan dengan Carrington &
Marsh (2005) yang menyebutkan faktor perbedaan
generasi sebagai penyebab perbedaan kemampuan
menggunakan produk teknologi digital. Sementara
itu, faktor usia ditemukan tidak signifikan meme-
ngaruhi komponen literasi keuangan. Hal ini mung-
kin disebabkan oleh kontradiksinya indikator peni-

laian kemampuan menghitung secara numerik dan
tindakan menyesuaikan pengetahuan keuangan
yang membutuhkan fungsi kognitif dan minat bela-
jar, yang merupakan keunggulan komparatif bagi
orang-orang muda dengan item indikator penilaian
kepemilikan akun bank dan intensitas penggunaan
layanan keuangan sebagai representasi pengalam-
an praktis keuangan dan kondisi kemapanan yang
menjadi keunggulan komparatif bagi orang-orang
yang relatif lebih tua.
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Tabel 5. Determinan Tingkat Literasi Aparatur Desa

M O D E L
1 2 3

VARIABEL DEPENDEN
Literasi Keuangan Literasi Digital/ICT Literasi DFS

IN
D

EP
EN

D
EN

Usia -0,038 -0,178*** -0,082***
(-1,269) (-7,380) (-3,739)

Jenis kelamin 0,649 -1,249 1,165
(0,527) (0,138) (1,546)

Tingkat pendidikan 1,146*** 0,659** -0,156
(3,225) (2,280) (-0,594)

Masa tugas/kerja 0,011 0,016 0,016
(0,119) (0,223) (-0,243)

Aksesibilitas 0,488*** 0,194* 0,451***
(3,454) (1,693) (4,332)

N 60 60 60
R Square 0,447 0,682 0,682

Keterangan: * signifikan pada taraf 10%
** signifikan pada taraf 5%
*** signifikan pada taraf 1%

Penelitian ini juga menemukan bahwa aparatur
desa dengan pendidikan formal setingkat lebih baik
memiliki nilai yang lebih tinggi sebesar 1,146 sa-
tuan pada tingkat literasi keuangan, sebesar 0,659
satuan pada komponen literasi digital, dan tidak
berpengaruh pada tingkat literasi DFS (Tabel 2).
Hal ini mengindikasikan adanya peningkatan ke-
mampuan literasi seiring meningkatnya capaian
pendidikan formal. Temuan ini mendukung inves-
tigasi Green & Riddell (2012) yang membuktikan
bahwa pendidikan formal secara substansial me-
ningkatkan kemampuan kognitif yang merupakan
penyumbang efektif terhadap kemampuan literasi.

Lebih lanjut, tingkat aksesibilitas berpengaruh
dalam keseluruhan model, terutama dalam model
literasi DFS. Hal ini mengindikasikan pentingnya
akses atau ketersediaan layanan/fasilitas keuang-
an/digital. Temuan ini mendukung pernyataan bah-
wa jarak dari bank atau lembaga keuangan lainnya
menimbulkan tantangan besar pada akses untuk
layanan keuangan formal (Wachira & Kihiu, 2012)
serta pernyataan World Bank (2000) dan Huang &
Russell (2006) bahwa perbedaan literasi digital di-
sebabkan ketidaksetaraan pada berbagai tingkat
komputasi dan akses internet di antara individu.

Salah satu variabel yang disertakan pada model

regresi, namun ditemukan tidak signifikan meme-
ngaruhi literasi aparatur desa, adalah jenis kelamin.
Dominasi laki-laki pada struktur jabatan apara-
tur desa tergambar dari rasio jumlah responden
laki-laki terhadap perempuan yang mencapai 91,67
persen berbanding 8,33 persen atau 55 berbanding
5. Jumlah responden perempuan yang sangat sedi-
kit diduga menjadi penyebab tidak signifikannya
variabel tersebut memengaruhi variabel literasi. Di-
tambah uji formal yang akan menemukan fakta
bahwa jabatan tertinggi aparatur desa di Kabupa-
ten Aceh Tamiang selalu identik dengan laki-laki.
Hal ini membuat penilaian literasi keuangan dan
digital aparatur desa secara general berdasarkan
kelompok jenis kelamin menjadi bias.

Variabel lainnya yang tidak signifikan adalah ma-
sa tugas/kerja. Penyebab yang cukup logis adalah
tidak paralelnya peningkatan kemampuan literasi
keuangan dan digital aparatur desa dengan penge-
tahuan keuangan dan digital yang didapat dari
pengalaman bertugas atau bekerja. Hal yang cukup
relevan dan wajar, mengingat program-program pe-
merintah terkait keuangan dan/atau digital dengan
porsi besar dan berkepentingan langsung terhadap
jabatan aparatur desa baru muncul pada beberapa
tahun terakhir sehingga lamanya menjabat (bebera-
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pa aparatur desa telah bertugas selama 5–10 tahun)
tidak otomatis meningkatkan kemampuan literasi
digital dan keuangannya.

Simpulan

Mayoritas aparatur desa masih memiliki tingkat
literasi yang rendah. Secara umum, dapat dikata-
kan bahwa kemampuan literasi aparatur desa di
Kabupaten Aceh Tamiang tidak mencukupi dalam
era digital. Secara khusus, nilai aparatur desa yang
buruk pada komponen literasi keuangan digital,
sikap dan tindakan menyesuaikan pengetahuan
keuangan yang cenderung negatif, serta kurangnya
kemampuan dalam menggunakan produk teknolo-
gi digital secara aplikatif pada aktivitas sehari-hari
merupakan hal-hal yang menyebabkan kemampu-
an literasi aparatur desa bernilai rata-rata kurang.

Faktor usia, tingkat pendidikan, dan kemudahan
dalam menjangkau atau memperoleh fasilitas atau
layanan keuangan dan/atau digital dalam aktivitas
sehari-hari yang disebut aksesibilitas merupakan
faktor-faktor yang ditemukan signifikan memenga-
ruhi nilai literasi aparatur desa dalam penelitian ini
sehingga dianggap memiliki kontribusi atas skor
penilaian di atas. Terkait faktor usia, perkembangan
teknologi digital yang mulai booming di era milenial
(tahun 1980 ke atas) dan aplikasinya yang selalu up
to date menjadi hambatan tersendiri bagi aparatur
desa di Kabupaten Aceh Tamiang yang berusia rata-
rata 44 tahun dengan ±76 persen berusia >35 tahun,
baik persoalan adaptasi maupun menurunnya mi-
nat belajar dan fungsi kognitif akibat pertambahan
usia. Mayoritas aparatur desa yang berpendidikan
SLTA ke bawah yang berjumlah sekitar 70 persen
disinyalir juga menjadi penyebab rendahnya nilai li-
terasi rata-rata aparatur desa mengingat kemampu-
an literasi yang berbanding lurus dengan tingkatan
pendidikan formal. Selain itu, ketidaksetaraan akse-
sibilitas lokasi pertokoan atau pusat perdagangan
barang atau jasa digital dan fasilitas keuangan for-

mal, termasuk layanan keuangan mobile terhadap
pusat desa yang relatif cukup jauh, hampir selalu
diikuti dengan kondisi atau ketersediaan kekuatan
sinyal ponsel/internet desa/warnet yang minim, di-
perkirakan juga turut menjadi penyebab kurangnya
nilai literasi rata-rata aparatur desa.

Rekomendasi

Rendahnya nilai rata-rata literasi aparatur desa
dan temuan pada analisis faktor-faktor yang meme-
ngaruhinya agaknya menimbulkan permasalahan
yang cukup serius terhadap kelancaran implemen-
tasi program digitalisasi bantuan pemerintah dan
desa digital. Diperlukan strategi perencanaan atau
penyusunan kebijakan yang tepat guna mengata-
si atau setidaknya meminimalisir permasalahan
tersebut. Kepada pemerintah, baik pusat maupun
daerah, ataupun pemangku kepentingan lainnya,
seperti institusi keuangan formal, dianjurkan untuk
dapat menciptakan kegiatan-kegiatan dengan sasar-
an aparatur desa yang berorientasi pada peningkat-
an komponen literasi, seperti: (1) minat dan atensi
terhadap dunia keuangan dan perkembangannya;
(2) kemampuan menggunakan produk teknologi
digital secara aplikatif, baik pada layanan keuangan
perbankan maupun bidang pekerjaan; dan (3) pe-
ngetahuan dan partisipasi terhadap GNNT dalam
rangka keuangan inklusif, baik melalui sosialisa-
si, pembinaan, penataran, diklat teknis, maupun
kesempatan untuk terlibat langsung pada konteks
persoalan.

Berdasarkan temuan analisis terhadap faktor-
faktor yang memengaruhi literasi, kepada pemang-
ku kepentingan terkait maupun konstituen atau
pemilih –yang dalam konteks ini masyarakat desa–
untuk mempertimbangkan batasan usia dan tingkat
pendidikan aparatur desa yang ideal dalam meka-
nisme atau prosedur pemilihan aparatur desa atau
pada tingkat yang lebih ekstrem adalah merevisi
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang De-
sa, khususnya Pasal 33 yang mengatur persyaratan
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wajib calon kepala desa sehingga fungsi kepemim-
pinan aparatur desa paling efektif dan produktif
untuk berjalan.

Sementara itu, terhadap aksesibilitas layanan
atau fasilitas keuangan dan digital, pemangku ke-
pentingan terkait hendaknya dapat menerapkan
kebijakan-kebijakan yang berpihak dan berorientasi
pada perluasan dan keterbukaan aksesibilitas keu-
angan dan digital, seperti menghilangkan daerah-
daerah dengan kategori blind spot atau remote terkait
ketersediaan sinyal selular, kewajiban untuk menye-
diakan akses internet di kantor desa, mendorong
usaha mikro dan kecil yang berencana membu-
ka warung internet di desa-desa dengan memberi
kemudahan izin dan bantuan kredit, merangsang
pertumbuhan kelompok pertokoan dengan spesi-
alisasi bidang usaha barang dan jasa digital, dan
menciptakan sentra-sentra layanan keuangan for-
mal, termasuk layanan keuangan mobile yang tidak
hanya bersandarkan pada motif dan prinsip eko-
nomi, tetapi juga aspek pemerataan dan reduksi
kesenjangan, khususnya pada desa-desa dengan
aksesibilitas yang cukup sulit.
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